


PERJANJIAN KERJA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
TENAGA KONTRAK / TENAGA TIDAK TETAP YANG BEKERJA PADA SATUAN
PENDIDIKAN SMA/SMK/SLB NEGERI DI KALIMANTAN BARAT
No. 422 / 464  /SMAN.1RJ/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas  Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

	I.
	SUGIAT, S. Pd
	:
	Kepala SMA NEGERI 1 Rasau Jaya yang berkedudukan di Jl. Pendidikan, No. 6 Rasau Jaya yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA;


	
	NIP. 197310082006041009
	
	

	II.
	Nama
No. KTP
Pendidikan Terakhir
Jurusan Pendidikan
Unit Kerja
Kabupaten /Kota

	:
:
:
:
:
:
	JEPRI DIMAS PRAWIRO
6112071409980002
SMA
SMA
SMA NEGERI 1 RASAU JAYA
KUBU RAYA
untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 




Kedua belah pihak telah setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerja ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Tenaga Tidak Tetap adalah tenaga yang bekerja pada satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Rasau Jaya, diikat dengan perjanjian kerja oleh SMAN 1 Rasau Jaya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan tidak menuntut hak previlege untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. Satuan Kerja SMAN 1 Rasau Jaya adalah unit kerja yang menggunakan  Tenaga Kontrak  tersebut secara langsung;
4. Kepala SMA Negeri 1 Rasau Jaya adalah pimpinan yang menggunakan Tenaga Kontrak  tersebut secara langsung;
5. Hari dalam bekerja adalah senin sampai dengan Jum’at, perhitungan waktu jam mengajar untuk  Tenaga Kontrak Guru adalah minimal 24 jam perminggu dan tenaga kependidikan delapan jam setiap harinya 



Pasal 2
Hubungan Kerja

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai Tenaga Kontrak yang bekerja pada satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Rasau Jaya, di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
Pasal 3
Jenis Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebagai  Tenaga Kontrak yang bekerja pada satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Rasau Jaya di Lingkungan  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat dengan mendasarkan pada sistem dan prosedur kerja, yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Pasal 4
Jangka Waktu
Perjanjian kerja ini berlaku terhitung mulai Tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.

Pasal 5
Pengupahan
[bookmark: _Hlk125543240]
PIHAK PERTAMA memberikan gaji pokok sebesar Rp, 1.600.000 perbulan kepada PIHAK KEDUA untuk Petugas Satpam, yang dibayarkan setiap akhir bulan berjalan.
[bookmark: _GoBack]
Pasal 6
Hak dan Kewajiban

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah memberikan upah/penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 perjanjian kerja ini.

(2) Hak PIHAK PERTAMA:
a. Menerima jasa dari PIHAK KEDUA berupa pekerjaan sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian kerja ini;
b. Menegur dan memberhentikan PIHAK KEDUA atas kinerja yang kurang baik atau menyimpang dari ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam surat perjajian kerja ini.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Tenaga Kontrak / Tenaga Tidak Tetap sebagai berikut :
i).  Guru;
1.    Menyusun administrasi pembelajaran dengan baik dan lengkap;
2.    Melaksanakan kegiatan proses pembelajaran;
3.    Melaksanakan evaluasi kegiatan proses pembelajaran;
4.    Melaksanakan penilaian kegiatan proses pembelajaran;
5.    Membuat laporan tentang hasil kegiatan proses pembelajaran;
6.    Mengisi daftar nilai siswa;
7. 	Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan kegiatan proses pembelajaran;
8.    Melaksanakan kegiatan bimbingan dan arahan kepada siswa;
9.    Melakukan pengembangan kegiatan proses pembelajaran;
10. 	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait dengan kegiatan proses pembelajaran;
11. 	Mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh sekolah;

ii).  Tenaga Kependidikan
1.    Menyusun program kerja tata usaha sekolah;
2.    Melakukan pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk;
3.    Malakukan pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah;
4. 	Menyusun administrasi sekolah meliputi kurikulum, kesiswaan dan kepegawaian;
5.    Menyusun data statistik sekolah;
6.    Menyusun tugas staf tata usaha dan tenaga teknis lainnya;
7.    Melaksanakan koordinasi dan evaluasi terkait dengan adminstrasi sekolah;
8.    Menyusun laporan secara berkala;

a.	Mentaati jam kerja dan peraturan disiplin serta melaksanakan perintah atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
b. Mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati.

(4) Hak PIHAK KEDUA:
a. Menerima upah sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 perjanjian kerja ini, yang diterima di setiap akhir triwulan berjalan;
i. Ijin bersalin bagi Tenaga Tidak Tetap Wanita paling lama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.

Pasal 7
Waktu Kerja dan  Kerja Lembur

(1) Waktu kerja bagi PIHAK KEDUA disesuaikan dengan waktu kerja yang telah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

(2) Untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Sekolah dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pekerjaan mendesak/lembur.

Pasal 8
Penempatan dan Pemindahan

PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk:
a. Membantu dan melaksanakan tugas-tugas lainnya guna kelancaran pekerjaan pada Satuan Pendidikan jika diperlukan.
Pasal 9
Pelanggaran dan Sanksi

(1) selama masa berlaku perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi teguran secara lisan, teguran tertulis dan/atau menghentikan Perjanjian Kontrak Kerja apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi isi kesepakatan Perjanjian Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai etika/norma dan/atau melanggar hukum tanpa tuntutan ganti rugi 

(2) Apabila PIHAK KEDUA selama 3 (tiga) hari berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya tanpa keterangan atau selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tidak berturut-turut atau selama 1 (satu) bulan tidak melaksanakan tugas seperti yang telah di tentukan maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas gaji yang ada pada SMA Negeri 1 Rasau Jaya
(3) Apabila terjadi/ditemukan kinerja tenaga honorer  yang tidak memenuhi kriteria dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat maka akan dikenakan masa perjanjian berjangka (1,2,3 bulan)/masa evaluasi serta akan dilakukan pemutusan hubungan kerja Oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA, tidak akan menuntut berupa apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.


Pasal 10
Pemutusan Hubungan Kerja

PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA :
a. Meninggal dunia;
b. Mengajukan surat permohonan berhenti;
c. Tidak memenuhi syarat kesehatan dikarenakan sakit selama 1(satu) bulan berturut-turut atau lebih sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya berdasarkan surat keterangan Dokter;
d. Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
e. Melakukan tindakan yang menyimpang atau terpengaruh oleh tindakan pegawai yang lain, terpengaruh untuk berpartisipasi menyuarakan suara pegawai lain yang sebenarnya untuk sekelompok pegawai lain atau membuat surat dalam bentuk apapun yang menuntut PIHAK PERTAMA untuk menyetujui hal-hal diluar perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati dan/atau tindakan-tindakan lainnya yang merugikan PIHAK PERTAMA
f. Pemutusan hubungan kontrak kerja oleh PIHAK PERTAMA karena kesalahan PIHAK Kedua berlaku sanksi sesuai dengan pasal 9 ayat (1) dan/atau (2) surat perjanjian kontrak kerja;
g. Melakukan perbuatan asusila, penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik Satuan Pendidikan;
h. Melakukan perbuatan pidana yang diancam hukuman penjara selama 1 (satu) tahun atau lebih;
i. Mendapat peringatan tertulis maksimal 3 kali dalam masa berlaku perjanjian kerja.

Pasal 11
Berakhirnya Hubungan Kerja

(1) Berakhirnya hubungan kerja dalam perjanjian kerja ini terhitung sejak  tanggal berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan kecuali berakhirnya hubungan kerja tersebut disebabkan pemutusan hubungan kerja.



(2) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberi uang pesangon dan/atau imbalan apapun diluar yang telah diperjanjikan.

(3) Pasal 12
Perselisihan/Sengketa

(1) PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban memberi uang pesangon dan/atau imbalan apapun diluar yang telah diperjanjikan Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kerangka perjanjian kontrak kerja ini maka akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat memberikan penyelesaian maka permasalahan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum.

Pasal 13
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban berdasarkan perjanjian kerja ini didasarkan keadaan atau kejadian atau hal-hal di luar kekuasaan dan/atau kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban melaksanakan pekerjaan (masuk kantor) apabila terjadi peristiwa bencana alam yang besar (letusan gunung berapi, tsunami, banjir) yang tidak dimungkinakan bagi PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan. 

(3) PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan hukum PIHAK KEDUA apabila dikemudian hari PIHAK PERTAMA harus mengakhiri perjanjian kerja dengan PIHAK KEDUA karena ketentuan perundang-undangan yang berlaku melarang instansi pemerintah merekrut Tenaga Tidak Tetap yang mengharuskan PIHAK PERTAMA melakukan pemutusan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 14
Ketentuan Lain-lain

(1) Perpanjangan atau tidaknya perjanjian kerja ini berdasarkan pertimbangan assesmen dan/atau evaluasi kinerja dari Kepala SMA Negeri 1 Rasau Jaya terhadap PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA tidak memperpanjang perjanjian kerja Tenaga Tidak Tetap apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (3) melarang instansi pemerintah merekrut Tenaga Tidak Tetap.

(3) [bookmark: _Hlk125543309]Pembiayaan atas pelaksanaan Surat Perjanjian ini, dibebankan pada dana bantuan operasional sekolah (BOS) reguler.






Pasal 15
Penutup

Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini, akan diatur lebih lanjut dalam addendum (perjanjian tambahan) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, atas persetujuan bersama dan ditandatangani oleh para pihak setelah dibaca dan dimengerti dalam keadaan sadar serta akal sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun.


	PIHAK KEDUA
TENAGA KONTRAK
Materai 10.000





JEPRI DIMAS PRAWIRO



	PIHAK PERTAMA
KEPALA SMA NEGERI 1 Rasau Jaya





SUGIAT, S.Pd
Penata TK. I
NIP. 197310082006041009 
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